
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.718, 2019 KEMENPERIN. Lembaga Penilaian 

Kesesuaian. Keramik. Perubahan. 
 

 
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 24 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 

44/M-IND/PER/12/2017 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN 

DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL 

INDONESIA KERAMIK SECARA WAJIB 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan untuk kelancaran 

pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar 

Nasional Indonesia Keramik yang diberlakukan secara 

wajib, perlu mengubah Peraturan Menteri Perindustrian 

Nomor 44/M-IND/PER/12/2017 tentang Lembaga 

Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan 

Pengawasan Standar Nasional Indonesia Keramik secara 

Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Perindustrian Nomor 42 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 

44/M-IND/PER/12/2017 tentang Lembaga Penilaian 

Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan 

Pengawasan Standar Nasional Indonesia Keramik secara 

Wajib; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Perindustrian tentang Perubahan Kedua atas 
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Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/ 

PER/12/2017 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian 

dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar 

Nasional Indonesia Keramik secara Wajib; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5492); 

  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang 

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5584); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6016); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang 

Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6225); 

  6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 

Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 142); 
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  7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/ 

PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang 

Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 308); 

  8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/ 

PER/9/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional 

Indonesia Keramik secara Wajib (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1453) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 

01/M-IND/PER/1/2016 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/ 

PER/9/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional 

Indonesia Keramik secara Wajib (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 29); 

  9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 85/M-IND/ 

PER/12/2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional 

Indonesia Ubin Keramik secara Wajib (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2090); 

  10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/ 

PER/12/2017 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian 

dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar 

Nasional Indonesia Keramik secara Wajib (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1896) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Perindustrian Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/ 

PER/12/2017 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian 

dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar 

Nasional Indonesia Keramik secara Wajib (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1778); 

  11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1509); 
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  12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48 Tahun 2018 

tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 

Keramik Tableware secara Wajib (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1784); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI 

PERINDUSTRIAN NOMOR 44/M-IND/PER/12/2017 

TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM 

RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR 

NASIONAL INDONESIA KERAMIK SECARA WAJIB. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian 

Nomor 44/M-IND/PER/12/2017 tentang Lembaga Penilaian 

Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan 

Standar Nasional Indonesia Keramik secara Wajib (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1896) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Perindustrian Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/ 

PER/12/2017 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam 

rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional 

Indonesia Keramik secara Wajib (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1778) diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sebagai berikut: 

 

Pasal 2 

(1) LSPro melakukan sertifikasi terhadap: 

a. Kloset Duduk sesuai dengan ketentuan SNI 

Kloset Duduk; 

b. Ubin Keramik sesuai dengan ketentuan SNI 

Ubin Keramik; dan 

c. Keramik Tableware sesuai dengan ketentuan 

SNI Keramik Tableware. 
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(2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas: 

a. LSPro yang telah terakreditasi sebagaimana 

tercantum dalam huruf A Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini; dan 

b. LSPro yang belum terakreditasi sebagaimana 

tercantum dalam huruf C Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

(3) Laboratorium Penguji melakukan pengujian 

kesesuaian mutu terhadap: 

a. Kloset Duduk sesuai dengan ketentuan SNI 

Kloset Duduk; 

b. Ubin Keramik sesuai dengan ketentuan SNI 

Ubin Keramik; dan 

c. Keramik Tableware sesuai dengan ketentuan 

SNI Keramik Tableware. 

(4) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) terdiri atas: 

a. Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi 

sebagaimana tercantum dalam huruf B 

Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan 

b. Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi 

sebagaimana tercantum dalam huruf D 

Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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